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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Haerudin bin Jame, Lahir di Kelep, 31 Desember 1982, agama Islam,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kelep Tengah,
Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten
Lombok Barat, sebagai “Pemohon I”;

Harnisah binti Marisah, Lahir di Sekotong, 18 Maret 1987, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di
Dusun Kelep Tengah, Desa Taman Baru, Kecamatan
Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sebagai “Pemohon II”;

Atau selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 03 November 2023
dengan nomor 1315/Pdt.P/2023/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat

Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2007 Pemohon | dan Pemohon I
melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Kelep
Tengah, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok

Barat;
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2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus Jejaka dan
Pemohon Il berstatus Gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah
Ayah kandung Pemohon Il yang bernama Marisah dan dihadiri saksi nikah
masing-masing bernama TGH. Sahwan Hafiz dan H. Abdul Manan dengan
mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada pertalian nasab,
kerabat, semenda maupun sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada
larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum
Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahannya Pemohon | dan Pemohon Il hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
bernama:
a. M. Nurul Hakim, laki-laki, tanggal lahir 5 A;gustus 2008
b. Aira Khadijatul Kubro, perempuan, tanggal lahir 4 Desember
2016;
c. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dan selama itu
pula Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam;
d. Bahwa sampai sekarang Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai
kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il ternyata
tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong, Kabupaten
Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon | dan Pemohon II
membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan
status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan
nikah;
e. Bahwa oleh karena Pemohon | dan Pemohon Il tidak mampu membayar
biaya perkara sesuai bukti surat berupa Surat Keterangan Tidak Mampu
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong,
maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon | dan
Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis
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Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai
berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Haerudin bin Jame)
dengan Pemohon Il (Harnisah binti Marisah) yang dilaksanakan pada
tanggal 20 Oktober 2007 di Dusun Kelep Tengah, Desa Taman Baru,
Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon | dan Pemohon |l sesuai
ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat
lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Hakim Jurusita
Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang telah melakukan pengumuman
untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan,
yang ternyata sampai pada hari dilaksanakan persidangan perkara ini tidak ada
pihak-pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan sehingga
pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah
hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim kemudian membacakan surat permohonan para
Pemohon nomor 1315/Pdt.P/2023/PA.GM tertanggal 27 Oktober 2023 yang
isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan bukti surat berupa:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5201073112820253 atas nama
Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok
Barat, tanggal 01-02-2018, alat bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai
cukup dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim
diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5201075803870002 atas nama
Pemohon Il, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok
Barat, tanggal 16-11-2017, alat bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai
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cukup dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim
diberi tanda P.2;
c. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Sekotong terkait
pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Sekotong,
tanggal 30 Oktober 2023, alat bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai
cukup dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim
diberi tanda P.3;
Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon
juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:
1. H. Abdul Manan bin Muhamad, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah
tetangga para Pemohon;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah yang
dilangsungkan secara agama Islam pada tahun 2007 di Dusun Kelep
Tengah, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok
Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II
bernama Marisah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu H. Abdul Manan
dan TGH. Sahwan Hafiz;
- Bahwa pada pernikahan tersebut ada mas kawin berupa uang
sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon | berstatus
Jejaka dan Pemohon Il berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada halangan
kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para

Pemohon tersebut;
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- Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah
bercerai atau menikah lagi;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA
setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;
2. TGH. Sahwan Hafiz bin Abdul Hafiz, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah
tetangga para Pemohon;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah yang
dilangsungkan secara agama Islam pada tahun 2007 di Dusun Kelep
Tengah, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok
Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II
bernama Marisah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu H. Abdul Manan
dan TGH. Sahwan Hafiz;
- Bahwa pada pernikahan tersebut ada mas kawin berupa uang
sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon | berstatus
Jejaka dan Pemohon Il berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada halangan
kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para
Pemohon tersebut;
- Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah
bercerai atau menikah lagi;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA
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setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa, para Pemohon kemudian menyatakan tidak akan mengajukan
dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan
kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya
dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk
hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat
nikahnya dengan alasan karena pernikahan mereka yang dilaksanakan pada
tanggal 20 Oktober 2007 belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)
sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah dan saat ini para Pemohon
mengajukan permohonannya tersebut agar pernikahan para Pemohon dapat
diisbatkan dan memperoleh pengakuan hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil
permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3
serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicap pos dan telah
dibubuhi meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan
Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta
telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPer,
maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti
surat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 telah dapat dibuktikan bahwa
para Pemohon ternyata berdomisili di wilayah Kabupaten Lombok Barat yang
merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, sehingga sesuai dengan
ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Pengadilan
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Agama Giri Menang menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara
a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 telah terbukti bahwa pernikahan para
Pemohon memang tidak tercatat di KUA Kecamatan Sekotong, Kabupaten
Lombok Barat, sehingga pernikahan para Pemohon dapat didaftarkan untuk
disahkan/diisbatkan ke Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah
diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut merupakan orang-orang yang tidak
terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian
dibawah sumpah, dengan demikian telah sesuai pasal 171, 172 dan 175 R.Bg,
serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu
dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan para
Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga
telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim
menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti
yang sah serta menguatkan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan saksi-saksi yang
diajukan tersebut dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah menurut syariat
agama Islam pada tanggal 20 Oktober 2007 di Dusun Kelep Tengah, Desa
Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali
nikah Ayah kandung Pemohon Il bernama Marisah dan dihadiri saksi nikah
masing-masing bernama H. Abdul Manan dan TGH. Sahwan Hafiz dengan
mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

dibayar tunai;

Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon | berstatus

jejaka dan Pemohon Il berstatus gadis;

Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tersebut tidak ada hubungan
nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan
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perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai atau
menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut,
dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat
sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikabh;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Hakim perlu
mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh
Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

Artinya: “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan
dua orang saksi yang adil”;

dan Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut

Thalibin, Juz Ill, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat

Hakim yang berbunyi:

auSaS aidro slrol lSi Jolal &I 18] Jasis

Artinya: “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan
berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama
perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut
di atas, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara
Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
syari‘at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun
1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam,

Hakim menyimpulkan bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan
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mereka yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2007 di Dusun Kelep
Tengah, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat
ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 dan Pasal 36
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, serta
Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Permenag Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Pencatatan Pernikahan, maka para Pemohon dapat menyampaikan salinan
penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA tempat domisili para
Pemohon saat ini yaitu KUA Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat
untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan penetapan Ketua
Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 1315/Pdt.P/2023/PA.GM tanggal 03
November 2023, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara
prodeo, oleh karenanya seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini
dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran
2023;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan

yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Haerudin bin Jame)
dengan Pemohon Il (Harnisah binti Marisah) yang dilaksanakan pada
tanggal 20 Oktober 2007 di Dusun Kelep Tengah, Desa Taman Baru,
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Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang
Tahun Anggaran 2023;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23
November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1445
Hijriyah oleh Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.l. sebagai Hakim pada Pengadilan
Agama Giri Menang, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Khairul
Bahriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti, Hakim,

Khairul Bahriah, S.H. Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.l.

Biaya Perkara:NIHIL
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